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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan 

pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :  

1. Mekanisme perancangan peraturan daerah di Kota Gorontalo secara 

keseluruhanbelum melalui tahapan penyusunan Naskah Akademik dalam 

setiap Rancangan Peraturan Daerah 

 

2. Faktor utama yang menjadipenghambat dalam proses penyusunan naskah 

akademik di Kota Gorontalo adalah persoalan belum teralokasinya anggaran 

untuk mendukung tahapan penyusunan naskah akademik sehingga sampai 

dengan saat ini pemerintah Kota Gorontalo belum dapat 

mengimplementasikan tahapan penyusunan naskah akademik dalam setiap 

rancangan peraturan daerah, selain itu pula faktor lain yang menjadi 

penghambat adalah kurangnya kemauan dari masing-masing pihak baik itu 

legislatif maupun eksekutif untuk merealisasikan tahapan tersebut pada 

setiap perancangan peraturan daerah 
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5.2 Saran  

1. Untuk mewujudkan “cita” hukum serta azas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, maka diharapkan pemerintah Kota Gorontalo 

sebagai inisiator bagi setiap pembentukan Peraturan Daerah yang bersumber 

dari eksekutif dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik dalam setiap 

Rancangan Peraturan Daerahnya, sehingga peraturan yang diterbitkan dapat 

diterima oleh masyarakat dengan baik 

2. Diharapkan untuk kedepannya pihak legislatif  mupun pihak eksekutif  dapat 

membangung kerja sama yang baik dengan unsur terkait. Misalnya, unsur 

akademisi yang ada di perguruan tinggi di Kota Gorontalo. Sehingga beberapa 

faktor yang dinilai dapat menghambat penyusunan naskah akademik dapat 

diatasi dengan baik.  
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